SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

. a.

: 1.

TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, serta Pasal 38 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka perlu
ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045.

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 103);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

dan
BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-
2045.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
Bupati adalah Bupati Seruyan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Peraturan daerah selanjutnya disingkat perda adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Badan adalah badan yang membidangi urusan
perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya  disingkat @ RPJPN adalah  dokumen
perencanaan pembangunan jangka panjang nasional
untuk periode selama tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD
Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang provinsi Kalimantan Tengah untuk
periode selama tahun 2025-2045.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Kabupaten Seruyan untuk periode selama tahun 2025-
2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan Kabupaten Seruyan untuk
periode S (lima) tahunan.

Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan
dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan
oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya
menggunakan pendekatan teknokratik sebelum
terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat
kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan
memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rencana umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Arah Kebijakan RPJPD adalah kerangka kerja dua puluh
tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna
mencapai target sasaran pokok dalam rangka
mewujudkan visi.

Sasaran Pokok RPJPD adalah gambaran rangkaian
kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang
menggambarkan terwujudnya visi pada setiap tahapan
dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat
progresif.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.

Permasalahan pembangunan dalam RPJPD adalah
pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara
realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang
seharusnya tersedia.

Isu strategis dalam RPJPD adalah kondisi atau hal yang
harus diperhatikan dan dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung
ataupun tidak langsung secara signifikan di masa
datang.



22.

23.

(3)

(4)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJPD adalah menjabarkan dari
visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua
puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJPD,

yaitu:

a. menetapkan visi, misi dan arah kebijakan
pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2045
mendatang dalam rangka peningkatan pertumbuhan
dan pengembangan wilayah serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat di daerah;

b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
yang sinergis, integralitas dan terpadu antara
perencanaan pembangunan nasional, perencanaan
pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan
perencanaan pembangunan daerah;

c. sebagai peran serta aktif dari Pemerintah Daerah
dalam mendukung terwujudnya visi dan misi
pembangunan nasional;

d. menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan
program pada pemilihan kepala daerah.

RPJPD menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan
rancangan teknokratik RPJMD.

RPJPD diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi.

BAB II
RPJPD

Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu dimulai
pada Tahun 2025 dan berakhir Tahun 2045.

Pasal 4

(1) Visi yang diusung dalam pembangungan daerah

2025-2045 adalah “Kabupaten Seruyan yang Maju,
Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.



(2)

Berdasarkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka misi pembangunan daerah 2025-2045 dirumuskan
sebagai berikut:

a. mewujudkan peningkatan konektivitas dan
aksesibilitas intra dan antar wilayah;

b. meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar;

c. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan
berkualitas;

d. mewujudkan tata kelola sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang berkelanjutan;

e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
akuntabel, efektif dan efesien, serta terwujudnya
supremasi hukum;

f. meningkatkan daya saing dan ketahanan daerah;

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;

mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.
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Pasal 5

RPJPD memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan
dan sasaran pokok pembangunan daerah, RPJPD dijadikan
pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka
waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran
pokok RPJPD.

(1)

(2)

Pasal 6

Sistematika Penyusunan RPJPD disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BAB VI : PENUTUP

Sistematika penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
daerah ini.

Pasal 7

Target indikator yang terdapat dalam RPJPD bersifat
indikatif.

Perubahan target indikator yang terjadi pada setiap
periode tahun pelaksanaan RPJPD disepakati antara
Bupati dan DPRD.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam RPJMD.



BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan dan hasil RPJPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil RPJPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RPJPD setiap lima
tahun pada periode masa jabatan Bupati.

BAB IV
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 10

(1) Perubahan RPJPD dilakukan, apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan
daerah sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar;

d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, mencakup terjadinya:

bencana alam;

goncangan politik;

krisis ekonomi;

konflik sosial budaya;

gangguan keamanan,;

pemekaran daerah; atau

perubahan kebijakan nasional.

RO A0 T

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan
kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman penyusunan dan/atau perubahan
RPJMD.
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Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJPD terjadi perubahan capaian
sasaran menengah tetapi tidak mengubah target pencapaian
sasaran akhir pembangunan jangka panjang, penetapan
perubahan RPJPD dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 dimulai Tahun
2025.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat
dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari
7 (tujuh) tahun.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2009 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Agustus
2024

Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
BAHRUN ABBAS
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I.

II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

UMUM

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara
terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun
ekonomi dari waktu ke waktu, di samping itu pembangunan yang
dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensi yang menyangkut
perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial,
ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi,
pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Oleh
karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan
secara teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas,
holistik-tematik, integratif, spasial, serta berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/ kota
wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu Rencana
Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 11 Ayat (2) adalah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen  perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan daerah jangka panjang Tahun 2025-2045.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
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